PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR ¢ TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN FELAYANAN EESEHATAN MELALUI
FENERIMA BANTUAN IURAN DAFRAH DAN SURAT PERNYATAAN

MIBKIN EABUFPATEN TUBAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

bahwa dalam rangka meningkatican akses mutu
pelayanan kesehatan terhadap scluch masyacakat
miskin, telah diselenggarakan FProgram Jaminan
Keschatarnn Nasional yang iarannya dibaysr oleh
Permerintah Pusat yang diecbut Penerima Bantuan
Iutan;

bahwa nntuk menunjang dan melengkapi pembisyaan
pelayenan kesehatan bagi mesyarakat miskin di Juar
peserta Penerima Bantuan uran, Pemetintal Provinsi
Jawa Tinur dan Pemerintah Kabupaten Tuban ielah
mengalokasikan angearan  gune melsksanekan
Program Jaminan Kesehatan Daerah melahii Peneritng
Bantuat luran Daerah dan Surat Pernyataan Miskin;
bahwa dalam pelaksanaan, pengawasan dan
pembinaan  serta monitoring  dan evahiasi
penyelenggaraan Jeminan  Kesehatan Daerah  di
Kabupaten Tuban, petlu suatu pedoman dalsm
penyelenggaraannye;

bahwa berdasarkan pertimbengan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, hurof b dan buruf ¢ di atas,
maks perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan  Pelayanan  Keschatan —melalui
Penerimaan Bantuan Turan Daerah dan Surat
Pernyatasn Misldn Kehupaten: Tuban Tahun 2017;
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Undang-Undang NWomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Deerah Ksbupaten Dalam Lingkungan
Propinai Jawa Timur sebagavnana telah diubah
dengan  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
jLembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran MNegarae Republik
Indonesia Nomor 2730];
Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2004 tentang
Permerikaaan Pengelolaan dan  Tanggung  Jawak
Keuanpan Negara (Lembarsn Negara Republik
Indonesia Tabun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik [hdonesia Nemor 4400];
Undang-Undang Nomor 33 Tehun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerntah Pusat dan
Pemeriniahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 1260, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistern Jaminan Sosial Nasiona! (Lembaran Negara
Hepublik Indonesin Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahen Lembaran Negara  Republik Indenesia
Nomor 44-56);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 teniang
Kesehstan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nemer 144, Tambaban Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Noemor S063);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit {Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahuyn 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5072);
Undang Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahann Daerah sebagaimana  telah  diubah
kedur kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 [Lembaran Negara Repubiik Indonesis Tahun
28015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negparse
Republik [ndonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunen dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal ([Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2005 Nomeor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4585);
Peraturan Pemerititah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Fembinaan dan Pengawasan
Penyelengperaan Pemerintahan Dasrsh  (Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tamkahan Lembaran Negara Republik indonesia
Naomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan faran  Jaminan Kesehatan
schagaimana telah diubeh dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 76 Tabun 2015 [Lembaran Negera
Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 226,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Notnat 3746),

Peraturan Presiden Nemor 12 Tabn 2013 tentang
Jaminan Kesehatan sehagpimata telah divbah kedua
kali dengan Perafiran Presiden Nomor 19 Tabhun
2016;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008
tentang Stander Pelayanan Minimal dJi  Bidang
Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012
tentang Sistemy Rujukan Pelayanan Keschatan
Perorangan;

Kepubusan Mcnteri Kesehatan Nomor
595 /Menkes/SKA/11/1993 tentang Standar
Pelayanan Medis;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
228/Menkes/SK/UI/ 2002  tentang  Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah 3aldt
yang Wajil: Dilaksanakan Daerah;




16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

-
Keputusan Menteri Kezehatan Nomor
128/ Menkes/SK/2004 tentang  Kebjjakan Dasar
Puskesinas;
Heputusan Menteri Keaschatan Nomor
922 /Menkes/SK/X/2008 tentang Pedeman Teknis
Fembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Deerabh Provinsi
dan Pemerintahan Daersh Kabupaten /Kaota,
Peraburan Daerah Provingi Jawa Timur Nomor 11
Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi
Jawa Timur {Lembaran Daeralh Provinsl JJawa Timur
Tahun 2005 Seri E Nomor 5);
Feraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tehun
2011 tentang Pejabat Pengelola Badan Penyelenggars
Jaminan HKesehatan Daecrah Provinsi Jawa Timur
schagaimana telah  divbal:  deogenn Persbaran
Gubernur Jawa Timur Nemor 6] Tahun 2012;
Peraiuran CGubernur Jawa Timur Nomor 70 Tabun
2012 tentang Mekanizsme Pengajuan Klaim Bagi
Masyarakat Miskin Pemegang Kartn Jamkesda;
Peraturan Deerah Kabupatetns Tuban Nomor 06 Tahun
2007 tentang Pokok-pokol Pengelolaan Keuangan
Darerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tabun
2007 Seri E Nomor 21];
Peraturan Dacrah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun
2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada
Unit Pelakaana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten
Tuban (Lembaran Dacrah Kebupaten Tuban Tahun
201> Seri C Nonor 59;
Peraturan Daerah Kabupaten Tubat Nomer 10 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pelavanan Keschatan
dan Retribusi Kelag I pada RSUD dr.R Kocsma
Kabupaten Tuban [Lembaran Daerah Kabupaten
Tuban Tahun 2016 Seri C Nomor 01};
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. Perabaran Daersh Kabupaten Tuban Neraor 14 Tabun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perstighoat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupeten Tuban Tahun
20156 Seri D Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 23 Tahun
2016 tentang Anggaren Pendapatan dan Belanja
Daergh Tahun Anggran 2017 [Lembaran Daerah
Kabupaten Tubarn Tahun 2016 Seri A Nomor 1Q);
Peratitran Deerah Eabupaten Tuban Nomor 24 Tahun
2016 ientang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-
2021 [Lembaran Dacrah Kabupaten Tuban Takun
2016 Beri E Nomor 63);

Perataran Bupati Tuban Nomor 16 Tabun 2013
tentang Uraian Tugas, Pungsi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Dacrah Dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
(Berita Dasrsh Kabupaten Tuban 2013 Seri E Nomor
11);

Peraturan Pupaii Tuban Nomor 70 Tabun 2015
tentang Ureian Tugas, Fungei dan Taia Kerja Dinas
Keschatann Kabupaten Tuban [Berita Daeral
Kabupaten Tuban 2016 Seri D Nomor 25);

Perataran Bupati Tuban Nemor 78 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Ga=srash Tehun Anggaran 2017 {Berita Daeral:
Kabupaten Tuban Tabmn 2016 Seri A Nomor 11);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN MELALUI PENERIMA BANTUAN
IURAN DAERAH DAN BSURAT PERNYATAAN MISKIN
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017.
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HAB I
EETENTUAR UMM

Pasal 1

Dalarm: Peraturan Bupati mi, yang dimakswed dengan :

hou AWk
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Dacrah adalab Kebupaten Tubsan.

Pemermiah Daersh adalah Pemerintah Kabupaten Tubar.

Bupati adalal: Bupati Tuban.

Dinas Kesehatan edalah Dinas Kesehatan Ksbupaten Tubar.

Kcpale Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban

Rumah Sakii Umum Daerah Dr. B. Koesma yang selanjutnya disinglat
RAUD Pr. R, Koesma adalah Fumah Sakit Umum Daerah Milik
Pemerintaly Kabupaten Tuban.

Direkhur adalah Direkiur RSUD Dr. B. Koesma Kaebupaten Tuban.
Puskeamas adalah unit pelaksana teknis yang sclanjutnya disebut UPT
Dings Keachatanr Kabupatenn Tuban yang bertanggung awab
menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian
wilayah kecamatan termasuk Pustu, Polndes dan Ponkesdes.

Pelayanan keschatan adalsh pelayanan kesehatan yvang diselenggarakan
di Puskesmas dan jaringannya serta RSUD Dr. B, Koesma Kabupaten
Tubsan.

Femberi Pelayanan Keschatan vang sclanjubmys disingkat PPK adsiah
Puskesmas dan Jaringannya, RSUD Dr. R. Kpesma Kabupaten Tuban,
RSUD Dr. Soetome Surabaya,

Penerima Bantuan luran yang selanjuinya disingkat PH1 adalah Peserta
Jaminan Keschatan bagi [eldr miskin dan orang tidak mampu
sebagaimanga diamanatkan Peraturan Perundang-undangan yang
lurannya dibaystkan Pemeriniah sebagai peserta program jaminan
keschatan,

Jaminan: Keschatan Daerah Kabupaten Tuban yang selenfutoya disebut
Jamkesda adalah program Jaminan Kesehsisn yang diberikan oleh
Pemerintah delam  pelayanan lkeschatan bapi masyaralkat miaskin
pemegang kartu Jamkesda, pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu
dan pemegang Surat Pernyataan Miskin yang telah diintegrasikan ke
Program Penerima Bantuan [uran Daerah.
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Organisesi Perangkat Dacrah yang scianjutnye disingket OPD adelah
orpanisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan
keschatan pada Pemerintah Daersh Provinai dan Pemerintah Kabupeatet:
Tuban,
Pasier: dengan indilkasi khusus adalah keadasn pasicn yeng pulang
dalam kondlsi terminal [tidak bisa disembuhian) secara medis.
Badan Penyelenggare Jaminan Sosial Kesehatan yang sclanjutnye
disebut BRJS Keschatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentik
uniak menyelenggarakan program Jaminan Kescehatan,
Surat Pernyataan Miskin yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat
pernyatann bagi masyarakat misktin yang tidak mempuonyai karta BPJS
yvang diterbathan oleh Bupati Tuban atau pejabat yang ditunjuk
setingkat eseclon 2 dengan masa berlaku 2 Minggu =ejak tanggal
diterbitkan serta svarat dan ketentuan yang berlaku dengan biaya
peleyranat: kesehatan ditanggung cleh Pemerintah Kebupaten Tubsn.
Surat Keterangan Tidak Mampu yvang selanjutnys, disebut SKTM adalah
surat pernyztsan bagi masyarskst miskin atar kurang mampu yvang
tidak mempunyai kartu BPJS vang diterbitkan oleh Lurah atau Kepala
Desa dan mengetahui Camat setemnpat serta telah diverifikasi oleh Dinas
Sosie]l Pembendayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sesual
dengan eyarat dan ketenituan yang berlaku, yang digunakan untuk
mendapatkan pelayanan keschatan lanjutan.

BAB I
ABAS DAN TUJUAN

Paggl 2

Penyelenggaraan pelayanan keschatan melahni PBI Daerah dan SPM
dilakukan berdassarkan asas :

a.

aap oo

efislerisi;
clekBvitas;

itiikcad baik;
transparansi: dan
keadilan.
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Pasal 3

Tujuan umum pelaksanasn pelavanan keschatan melaiui PB] dan SPM
adalah untuk meningkatkan akses masyaralat dalam pelayanan leesthatan
agar tercapai dergjat keschatan masyaraket di Dacrah yang optimal secera
efektifl dan efisien.

Pasal 4

Tujuan khusus pelaksanaan pelayanan kesehatan melalui PB1 Daerah dan

SPM adalah :

a. meningkatkan cakupen masyarakat di Dagrah unuk mendapatkan
pelayanan kesehatan baik di Puskesmas dan jaringannya, di RSUD Dr.
K. Kocama Kabupatenr Tuban atau RSUD dr. Soetomo Surabaya yvang
bekerja ssma dengan Pemerintah Dacrah;

k. memberikan pelayanan keschatan sesuai standar dan dilaksanakan
dengan mudah, ramaih dan profesional;

¢. meningkatkan pemerataan pelavanan kesehatan bagi masyarakat di
Daerah; den

d. menyelenggarakan jaminan pembiayasn oleh Pemerintah Daerah dalam
pelayanan keschatan di Puskesmas dan jaringannya, di RSUD Dr. R,
Koeama Kabupaten Tuban serta di RSUD Dr.Sgetome Surabaya yang
bekerja sama Pemerintah Daerah.

BAB III
HEBLJAHAN PERGEMBANGAN
PROGRAM PBI DAERAH DAN SPM

Paszal 5

(1) Pengembangan Program PBI Daerah dan SPM dilakukan dalam upaya
menuju pencapaian kepesertaan semesta (universal corvenage).

{2j Perluasan cakupan kepesertaan di luar peserta PBI, dilaksanakan oleh
Pemmerintah Daerah dengan mengelola dan mengembangkan PBI Daerah
discsuaikan kemampuan swnberdaya.

(3) Prinsip penyelenggaraan program FPBI Daerah dan SPM :

8. tidek komersial;

b pelaganan bersifat komprehenasif seguai standar pelavanan medis:
c. lkendali mutu dan biaya; dan

d. akuntabel.
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i4) Agar Program FPBI Daerah berjalan berkesinambungan dan tidak
tumpang tindih dalam pengangearan, sasaran dan mandaat yang

(1]

diterima, maka dalam penyelenggaraannya perin memperhatkan hal-
hal sebagai berikt :

.

b
c.
d

sumberdaya dengan kemampuan yang cukup dan berkualitas;
keterjanglauan sarana dan prasarana pelayanan,;

rijjukan yang terstruktur den berjenjang:

sistern pencatatan dan pelapotran yang terintegrasi; dan

harmonisasi dan sinkronisesi dengan program Penerima Bantuen
Iuran Pusat.

BAB IV
SABARAN DAN EREPEEERTAAN
PROGRAM PEI DAERAH DAN S8PM

Pasal 6

Peserta program PBI Daerah dan 8PM yang diatur dalam Peraturan
Bupati ini meliputi :

.

S o g

=

=i
=

Se w9 op g moE

masyarakat/ penduduk migkin yang belum  diintegrasikan menjadi
peeerta PE] Pusat;

- pasicn penderita kusta/mantan penderita lkusta;

seriman (tidak termasuk pengamen falanan);

penghuni panti sosial;

penghutti lembaga pemasyarakatan dan mumah tahanan (rutan);
gelandangan dan omang terlantar yang tidak mempunyai tempat
tinggal tetap;

penderita gangeuan jiwa yeng dipasung,

- penderita Thalascmia;

penderita Hemofilie;

penderita kelainan kongenital;
penderita Gizi Buruk;
Penderita TB-MDR:

- Penderita AIDS,

penderita Kejadian [kutan Pasca Imunisasi;

Ibu hamil, bersalin, nrifas dan bayi baru lahir dengan resiko Hnpgi;
bayi baru lahir dari PBI;

peserta Program Keluarga Harapan :

transport dan pendampingan pasien jiwa yang dipasung;
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g. penderita penyakit menular dan/atan keracunan pade saat kejadian

luar biasa berdazsarkan pernyatsan dari yang berwenang:

t. penderita kerban alkibat bencana berdasarkan pernyataan dan yang

berwenang; dan

1. masyaralat misldn atau hampir misldn yang memiliki SETM dan

SPM yang telah dirckomendasi oleh Dinaz Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

Pasien penderita Imstafmantan penderita kusta sebagaimana dimaksud

pada awat {1) huraf b yang berobat di Rumsh Sakit Kusta Kediri dan

Fumah Sakit Kusta Sumber Glagah, pembiayaannya ditanggung cleh

Pemerinitah Provinsi Jawa Timur sebegar 100% (seratus peraen).

Pezserta sebagaimans dimaksud pada ayat (1) hoauf ¢, bamaf d, haraf e,

huraf { dan huruf g yang berobat di Rumah Sakit Provinai Jawsa Timur

dan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jewa Tisur, pembiayaannya
ditanggang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 100% [seratus
peracn).

Peserts, scbagaimana dimeksud pada ayat (1) huruf ¢, hurof d, horof e,

buraf { dan hwrof g yang bercbat di RSUD Dr. R, Koesma Kabupaten

Tuben, pembiayaannya ditanggung cleh Pemerintah Dacrah sebesar

100% [seratas persen).

Peserta schagaimana dimaksud pada eyat {1) huraf b, huraf i, huraf j,

huraf %, huruf 1, huraf m, haref 5, hurad o, dan huraf p

pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Provinai Jawa Timur,

dengan skema berdasarken klaim di bulan Januvari 2017 dan

berdasarkan pembayaran PBI ke BPJS mulai bulan Februar s/d

Dezember 2017.

Pezerta schagaimana dimaksud pada eyat (1) huruf o, huraf p, huruaf g,

huraf r, hurad s,buruf , huraf u pembiayasn keschatan ditanggung

oleh Pernerintah Sebesar 100% (seratus persen).

Pemerintah Daerah tidak menjamin ;

a. peaeria yvang sudah termasuk dalern  kepesertaan  Jaminan
Keschatan Masional yeng terdaftar di BPJS Kesehatan, kecuali
peserta PBl vang memerlukan transportasi pemulangan pasien
dengan indikasi khusus dari Rumah Sakit; dan fatau

b. mazyarakat yang telah ikut program Jaminan Kesehatan lainnya
kecuali dengan ketentuan khusus.
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Pasal 7

Dinas BSosial Pemberdayaan Peorempuan dan  Perdindungan Anek
Kabupaten Tuban bersama instansi terkait bertanggungiawab dan
mengkoordinasikan  tentang pendataan, penetapan dan  evaluasi
kepesertaan Jamkesda.

Kepesertaan PB1 Daesrgh dan SPM Kabupaten Tuban bagi masyarakat
miskin/hampir miskin dibuktilkan dengan kartu JEKN peserta PBI
Dacrah atau BKTM /BPM.

BAB V
RUANG LINGEUP PELAYANAN RESEHATAN

Pazal 8

Rumng lingkup pelayanen keschatan progrem PBI Deerah dan SPM,
meliputi:

a. pelayanan kesehatan dasar, dan

b. pelayanan kesehatan di fastlitas kesehatan lanjutarn.

Pelayanan Keschatan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf
q, dilaltsanaken di Puskesmas dan jaringannya,

Felayanan Keachatan di fasilitas kesehatan lanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat [1) huruf b berlagka di RSUD Dr. R. Keeama dan
Fumah Sakit Provinsi yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi
Jawa Tirmir atata Pemerintalh Daergh.

Pelayanan Kesehatan dilaksanaicers berdesarkan prosedur pelayanan
terstrukfur dan berjenfang menganut prinsip rujuken.

(5) Rujukan Peserta didasarkan atas indikasi medis, bukan atas

(1)

permintaan peserta.

Pasal 9

Pelayanan Kesehatan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1] huruf a meliputi :
a. Peleyenan Rawat Jalan Tingkat Pertama , meliputi :

i. lonsultasi medis, pemeriksaan fisik dan pemyulzhan

kesehatan;

2. laboratorium sederhana;

3.  tindakan medis;

4. pemeriksaan dan pengohatan gipi, termasuk cabut atayu tambal;
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pelayansn Kehiarga Berencana, penanganan efek samping dan
komplikaai;
pemberian obat; dan
pelayanan kebidanan, meliputi : pemenksaan kehamilan,
pemeriksaan ibu Pest Watal Care (PNC)/Neonatues, pelavanan
pra mdkan pada komplikasi kebidanan dan  neonatal,
persalinan normal, pelayanantndakan paska persalinan di
Puskesmas PONED.

b. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertsms , dilaksanakan pada
Puskesmas Perawatan, meliput :

1.

akomodasi rawat inap;

perawatan satu hari;

konmltazi medis, pemeriksean fisik den peoyuluhan
keaehatan;

laboratornam sederhana;

pemeriksaan penunjang lainnys;

tindakan medis;

pemberian obat;

pertolongan sementara persiapan rujukan; dan

ocbservasi penderita dalam rangka diagnostik;

pelayanan kebidanan, meliputi : pertolongan persalinan normal,
pelayanan tindakan pagka persalinan diPuskesmas PONED,
persalinan pervaginam dengan tindskan emergensi dasar di
Puskemaz PONED, pelayanan pra rajukan pada kemplikesi
kebidanan dan necnatal.

¢. Pelayanan Gawat Darurat (emengency).
d. Pelayanan ambulance dengan atau tanpa kruw tenaga kesehatan_
{(Z) Pelayanen Kesthatan di fasilitas keschatar: Lanjntan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi -
a. Pelayanan Rawat Jalan Tmglkat Lanjutan , meliputi :

1.

konsultasi medis, pemerikaaan fisik dan penyuluban kesehatan
oieh dolater spesialis fumum;

rehabilitesi medilks;

penunjang diagnostik meliputi Laboratorium  klinik, radiologi
dan elektromedik;

tindekan medis;

pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkst lanfutan;
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&. pelaygnan kebidanan dan kandungan;
7. pelayanan Keluarga Berencana, termasuk koniraseps: mantap
efektif, penyembuhan efelr samping dan komplikasinya;
8. pemberian obat mengacu pada formilearium nasional; dan
9. pelayanan darah;
10. pelayvanan haemodialiag sesuai ketentuan vang berlaku,
b Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan , meliputi :
1. akomodas] rawat inap pada kelas 111
2. konanltagsi medis, pemeriksaan fisik dan peoyuluhan
kesehatan;
3. penunjang diagnestic: patologi klinik, patologi anatomi,
laboratorium klinik, radiologi dan eleliromedik;
tindaloan medis;
pelayanan Kebidanan dan Kandungan;
pelayanan Keluarga Berencanea,
medis operatif sedang, besar dan khusus;
pelayanan rehabilitasi medis;
perawatan intensad (ICU, HCU,NICU, PICUY;
10, pemberian obat mengacu fermularicm nasional;
1i. pelayanan darah; dan
12. bahan dan alat ke=sshatan habis palai;
c. Pelayanan Gawat Dararat (emergency); dan
d. Pelayanan transportasi ambular, dengan atan teEnpa  tenaga
keschatan sesuai dengan indikasi medis [rujukan dan jenazah).

O B NP

BAE V1
PELAYANAN KESEHATAN YARG TIDAK DLIAMIN

Pagal 10

Pelayanan keschatan yang tidak dijamin oleh program PBI Daerah dan SPM
Kabupaten Tuban yaitu :

L.

b.

pelayanan  keschatan yang dilskuken tidak melalui  prosedur
sebagaimana diatur dalam peraturan perurkdang-undangan;

pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas keschatan vang tidak
bekerjasama dengan Pemerintah Daerah |, kecuall dalam keadaan
dearat;
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pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program  jaminan
kercelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggang
oleh program jaminan kecelakaan lahy lintas;
bahan, alat dan tindakan yang berfujuan uniuk kosmetika;
general check up;
prothesis gigi irzen,
gangeian keschatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, percobean
bunuh diri, juga terlihat aktif dalam perbuatan kriminal / perbuaian
melanggar hukum lainnya.
pengobatan /tindekan  komplementer yang meliputi  akupunktur,
pengobatan tradisional dan pengobatan lein yang belhum terbukt secara
itmiah; dan
rangleian  pemeriksaan, pengobstan dan  tindakan dalam  upaya
mendapatkan keturanan, termasuk bayi tabung dan  pengobatan
impatensi.
RAR VII
TARIF PELAYANAN

Pasal 11

(1) Tarif Pelayanan Kesshatan pasien dengan SPM di fasilitas kesehatan

dasar didasarkan pada Tarif Retribuzi Pelayanan Kesehatan vang
berlakoy -di Dacrah.

(2] Taril scbapaimans dimakeond pada syat (1) merupakan dasar kegintan

klaim atas pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertarma dan Rawat Inap
Tingkat Pertama.

i3) Tarif pelayanan kesshatan pada fasilitas kesehatan Rawat Jalan Tingkat

Lanfutan, Rawai Inap Tingkat Lanjutan dan pelayanan rujukan medik
didasarkan pada Tarif Pelayanan Keachatan yang berlakou.

BAB VIII
HAEK DAN EEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewsajiban Pemerintah Daerah

Pasal 12

{1] Pemerintah Daeraly berhak mengatur, mengarahkan dan melalukan

pengawasan terhedap penyelenggaranon pelayanan kesehatan melaiui
Progiaum PBI Dasrah dan SPM.
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[2) Pemerintah Deermh  wajib menjamin pembiayaan uniuk

penyelenggaraan pelayanan keschatan melalui Progreon PB1 Daerah dan
SP.

Bagian Kedua
Hak dan Kewsajiban Peserta PRI Daerah dan SPM.

Pasal 13

{1] Peserta mempunvyai hak untuk :
a. mendapatkan pelayanan keschatan melalyi PBI Daeral: dan SPM
sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan; den
b. mengajukan keluhan dan memperoleh penyelesaian atas kehihan
yvang diajukan yang menyangkut pelayanen, kepesertean maupuan
pembiayasn dalam pelayanan keschatan melalui program PBI Daecrah
dan SPM,
(2} Peserta Program PBI Daerah dan SFM mempunyai kewajiban untuk :
2. memaniaatkan sarana pelayanan kesehatan sesusi PPEK yang
ditunjuk/bekerjasama; dan
b. mengiluti prosedur pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban PPK
Pazzl 14
(1) PPK mempunyai hak untuk :

4. mempercleh pembayaran atas penggandan bigye/klaim pelayansn
keschatan hagi peserta PBI Daerah dan SPM yang telah dilayani;

b. memperoleh  informasi mengenal tcknim pelaksanasn program
pelavanan kesehstan masyaraltat miskin bagl peserta PBI Daerah
dan SPM; dan

¢. mengajukan keluhan dan memperolel: penyelessisn ataz keluhen
yang diajukan baik yang menyanglkut kepesertaan, dan pemblayean
dalam Prlayanan Keachatan PEI Daerah dan SPM.

(2) FPEK mempunyai kewajiban uniuk :

a. memberikan pelayanan keschatan sesumi standar dan kebutuhan

medis: dan
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b. memberikan laporan secara berkela mengenai jumlah dana yang

diterima dan jumish pasien pezerta PRI Daerah dan SPM yang telah

dilayani kepada Bupati cq. Sekretariat Jaminan Penerima Bantuan
Iuran Daerah dan Surat Peroyataan Miskin Kabupaten Tuban.

BARB IX
ADMINISTRARI DAN KEPFEBERT AAN

Pe=nal 15

Administrasi dan kepesertaan dzlemn pelayansn kesehatan melslui Program
PBI Daerah dan SPM adelsh ssbagai berikut :

a.

pendudulk Kebupater: Tuban dengsn memilili KTP/identitas diri dan
berdormisili di Kabupaten Tuban;

penduduk Kabupaten Tuban yang memiliki Karte PBl  Daerah yang
diterbitkan oich BRJS;

penduduk Kabupaten Tuban yang memiliki SKTM yang dikeluarkan oleh
Lurah/Kepala Desa dengan mengetahui Camat setempat  dan
relkomendasi darl Dinaz Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dan memilki SPM yang dikeluarken oleh Dinas
Kesehetan Kabupaten Tuban dengan masa berlaku 2 (dua ) Mingga den
dapat diperpaniang;

bagi penderita penyakit menular danfatau keracunan pada saat
kejadian laar biasa seria penderite korhan akibat bencane dengan
menggunakar surat keterangan dari instans: vang berwenang;

bagi penghuni panti soslal dengan surat ckomendasi dari Dinas Sosial
getempat atas usulan Kepala UPT Panti Bosisl;

bagl penghuni Lapas dan Rutan dengan surat reliomendasi dari Kepala
Lapas ateu Kepela Rutan setempat;

bagi gelendangan dan orang terlantar vang tidak mempunyai tempat
tinggal tetap dengan surat rehkomendasi dari Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

bogi penderita TB-MDR, Kusta dengan rekomendasi dari Direktur/
Pimpinan Rumah sakit;

bagi (3izi buruk dan KTPI dengan surat keterangan dari Puskeamas;

hapi penderita AIDS, penderita kelainan kongenital dengan rekomendasi
dari Direktur/Pimpinan Rumah Sakit:

bagi ibu hamil, bersalin, nifas dan beyi bar: lahir dengan resike tingp
dengan rekomendagi dari DHrektury Pimpinan Rumah sakit;
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1. bayi baru lahir dari PBI dengan 3KTM yang dikehaarkan oleh
Lurah{Kepala Desa dengan mengetabui Camat setempat dan Dinas
Sosial Pemberdayaan Perempusan dan Perlindungan Anak; dan

m. peserta Program Keluarpa Harepan dengan kartiy PKH.

BAB X
PROSEINUR FELAYANAN HESEHATAN

Pasal 16

Setiap penduduk Kabupaters Tubsan yvang akan mendapatkzn pelayanan

keschatan melalu Progam PBl1 Deerah dan SPM waiib mengilouti prosedur

scbagai berikut :

a. pelayanan kegchatan desar di Puskesmas darr faringanrve :
pasien menycrahkan fotokopi Kartu KIS ataw  yang tdak punya kartu
dengan SKTM, SFM yang dilampiri surat rekomendasi dari Dinas Sosial
Pernberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

b. pelayanan keschatan tinpkat lanjutan di RSUD Dr. R, Koesma Kebupaten
Tuban dengan ketentuan sebagai berikout :

1.

pasien menunjukkan Kartu identitas [KTP/KSK/Surat Keterangan
Penduduk);

pasicry menyerahkan fotokopi kartu JEN PB! Daerah atan Surat
Keteratipgan Tidak Mampu [ S8KTM/ Surat Pemyatan Miskin/3PM)
serta surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat
dan Perlndungan Anak:

. menyerahlan aurat rgjukan dari Puskesmas sctempat;
. begi pemegang Kartu JKN PBI Dacrah dalam keadaan gawat darurat

tidak periu surat tujukan;

bagi peserta SPM dalam keadaan gawat darurat tidak perhu ada surat
rujukan totapi mindimal  sudah menunjukkan  SKTM  dari
Lurah/Kepala Desa dilanjutkan dengan penguruzan S8PM dan
Rekornendasl dari Dinaz Sosial Pemberdayaan Perempuan  dan
Perlindungen Anak diber: wakta 2 x 24 jam pada hari kerja untuk
pengurusan  kelengkapan kepesertaan bagi  pemegang  Surat
Pernyataan Miskin.

c. apabila pesicn tdalk memenuhi persyaratan schagaimana dimalesgd
pada huruf a dan/atay huruf b maka bisya retribusi ditangpung oleh
pasien yang bersanglkutan.
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BAB X1
FENDARAAN PROGRAM FBI DAERAH JAMEEEDA

Pa=al 17

Dalam rangks pelaksanasn program PBI Dacrah dan SPM, Pemerintah

Daerah menyediakan dana untuk :

a. biaya operasional dan manajemen program PBI Daerah dan 3PM;

b. biaya pelayanan keschatan dasar di Puskesmas dan jaringanmnys;

c. biaya pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di Rumah Saidt
Pemerintah Kabupaten Tuban; dan

d. biaya pelayanan kesehatan tingkat lanjuten di Rumah Sakit
Pemerintal, Provinsi ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama
antara Dinas Kesehatan dengan RSUD Provins: Jawa Tikwar.

[2) Dana yang digedialkan asebagaimane dimaksud pada ayat (1), diator

3

4

melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD.

Dana yang disediakan untuk program PBI Dacrash dan SPM oleh
Femerintah Daerahh pada tahun berjalan, dapat dipergonakan untuk
membayar Premi PBI Dasrah dan pengajuan klaim SPM serta klaim
Programm Jamkesada (Pelayanan Kesehatan yang dijamin  aleh
Pemerintah Daecraly yang belum terbayar pada tahun sebelumnya.
Besarnya dana Program Pelayanan  Keschatan  Masyarakst
Miskin/kurang mampu Peserta PBI daerah dan SPM untuk klaim
tersebut dihitung berdasarkan peserta yang berhasil di migrasikan ke
BPJE aerta pelayanan nyata wyeng diberikan kepada masyarakat
mskin/ urang mampu yang menpgunakan SPM.

Pasal 18

Alokasi dana PBI Dacrah dan SPM diperhitungkan berdasarkan :

a.

Estimasi pemanfaatan pelayanan keschatan dasar dan rujukan bagi
magyarakat yeng dijamin Pemerintal Daerah; serta

Peraturan Daerah dan/faten Peraturan Bupat tentang tarif pelayanan
kesehatan yang berlaku.




-19-
BABE XII
MEEANISNE PENCAIRAN DANA

Pasgal 19

Mekaniame pencairan deana dalam program PEl Daerah dan 8PM diatar
dengan ketentuan scbagai berilcut -

a.

untuk pembayaran Premi PH] Dacrah dibayarkan setiap bulan
berdasarkan berita acara jumlah peserta yang berhasil dimigrasikan cleh
BPJS dengan ketentuan furan penduduk vang didaftarkan oleh
Pemerintah Daerah kelas I sebesar Rp.23.000,- [dua puluh ribu rupiah)
per jiwa;
perubahan mutasi peserta PB! Daermbh dilakgkan setiap bulan sesuai
dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam petjanjian ketja sama
antare Kepala Dines Kesehatan Kabupaten Tuban denpean pihak BRJS;
pembeayaran premi peserta PBI Dacrah melalui mekanisme pembayaran
langsung vang dibebankan kepads anggaran Dinas Kesehatan sesuai
jumiah tagihan iuran Jeminan Kesehatazn Nazionel yang berhssil di
migrasilcan cleh BPRJIS:
uniuk Pencairan peserta S8PM dengan cata Puskesmas sebagai PPK
tingkat pertama mengejukan permobonen pengeantian bisye/klaim
pelayanan keschatan di wilayah Puskesmas dan jarngannya kepada
Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Kesehatan Kebupaten
Tuban cq. Sekretariat Program PB! Daerah dan SPM peds Dinas
Keaehatan;
REUD Dr. E. Keesma scbapai Pemberi Pelayanen Keschatsn tnglkat
lanjutan mengajukan permohonian penggantian biaya/klaim pelayanan
kesehatan di kelas I kepada Pemerintah Deerash melahii Dinas
Keschatan Knbupaten Tuban cq. Sekretariat Program PBI Dacrah dan
SPM pada Dinas Keaehatan Kabupaten Tuban;
kelengkapan dolkumen administrasi untuk pengajuan permohonan
penggantian  biaya/klaim dari  fasilites PPE, ditandatangani oleh
pimpinan FPK dengan menyertaltan data pendukung masing-masing
rangikap 3, untuk setiap pengajuan klaim, meliputi -
1. Pemberi Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskestmas)

a) foto copy SBKTM/SPFM den rekomendasi Dinas  Sosial

Pemberdaysan Perempuan dan Perlindungan Ansk;
b) rekapitulasi pelayanan pasien; dan
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¢} kwitansi pengajuan dane.
2. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan RSUD Dr. R. Koesma

Kabupaten Tuban :

g] foto copy SPM dan Surst Rekomendasi dari Dinas Sosmal
FPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disertai ¥artu
Tanda Pendnduk Pasien atau foto copy Kartu Keluargs [KK];

b] rekapitulasi pelayanan pasien dan rincian biaya pelayanan
keschatarn:

c] kwitansi pengajuan dane; dan

d) berita acara hasil verifikasi klalm pelayanan keschatan yang
ditandatangani PPK dan verifikator.

3. Pemberi Pelayanan Keschatan Tingket Lanjutan {(Rumah 3Sakit

a) Pasien pemegeng (SPM) yang dirmjuk ke Rumah Seldat Provinsi
yvang bekerjagama dengan Pemeriniah Kabupaten Tuban, unink
tiap pengajuan meliput :

1) form lc (Form Klaim Rawat Jalan);

2] form 2e [Form Klaim Rawat lnap);

3) form 3 (Form Rekapiulasi Klaim};

4] daftar nama pasgsien pelayanan ambulan [bila ada):

5] rekapitulasi Pelayanan Keschatan Masvarakat Miskin, dan
6} kwitansi global.

g Sekretariat Program PEI Daerah dan SPM melakseanaksn verifikasi
dajam hal administrasi kepesertaan, pelayanan dan keuangean terhadap
permohotian  penggantian  biaya/klaim dairi Pemberi  Pelsyenan
Keschatan. Untuk Pemberi Pelayanan Keschatan RSUD Dr.R.Eocsma
disertal berita acara hasil verifikasi klaim pelayanan.

h. Pengajuan klaim sebagaimana dimakesud pada huruf d, oleh Sekretariat
Program PBI Daerah dan SPM kemudian digjukan kepada Pengguna
Anggeran melalui Pejabat Pelakaana Telnis Kegiatan,

i Penggantan biaya/klaim sebagaimane dimeksud pada huruf & melalai
Bendahare Pengeluaran Dinas Keschatan Kabupaten Tuban.

j. Penggantian bisva/klaim dari PPK tingkat fanjutan RSUD Dr. R.
Kocsma dibayarkan melalei mekanisme pembayaran langsung dan /
Ganti Uang yang dibehankan kepada anggaran Dinas Kesehatan
Kabupaten Tuban, melalyi PPTK dengan melampirkan :
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1. Berita Acara klaim pelayanan;
2. Kuitansi yang ditandatangani oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan,
FPTK, Pengguna Anggaran (PA) dan Bendahara pengeluaran;
3. Buret Perintabh Membayar (SPM) ditendatangani oleh Penggana
Anggaran; dan
4. Burat Permyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani olch
Pecopgnna Anggaran,
Pengajuan biaye/Klaim atas pelayanan keschatan mesyarakat miakin
yang telah diberikan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan di lingkungan
Pemerintah Daerah dilakuksan ectiap bulan.
Pengajuan biaya/fklaim atas pelayanan kesechatan masyarakat rmiskin
yvang telah diberiken cleh FPK di Rumah Sakit sebagaimeana sercannumn
dalam Perjanjian Kea Sama dengan Dinas Kesshatan berdassarkan
pengajuan biaya/klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan
Daerah Kakbupaten Tuban.
Skema pencairan dana Program Pelaysnan Keeehatan Masyarakat
Migkin Pescrta SPM pada PPK sebagaimena tercantim delam lampiran I
dan lampiran Il Peraturan Bupat ini dan merupakan bagian yang tidak
terpizahkan.

RARE XTY]
TARIF PELATANAN
Pasal 20

Tarif biaya pelayanan kesehatan di lamlitas kesehatan dasar didesarkan

pada Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan yang berlalo,

Tarif biaya pelayanan kesehatan ditingkat pelayanan keschatan

lanjutsn meliput :

a. pelawanan yvang diberikan olelhh Pemberi Pelavenan Kesehatan di
Rumah Bakit Provingl sebagaimana tercantum dalam Perjanjian
Kerjasama dengan RSUD dr Soetomo Surabaya bagi peserta yang
menggunaken SPM menggunaken tarif Paket INA-CBGs.

b. pelaymnan yang diberikan oleh Pemberi Pelavanan Kesehatan RSUD
Dr. B. Kocsma bagi pasien vang mengpunekan SPM didasarkan pada
Tarif Retribusi Pelayanan Kcschatan yang berlaku.
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c. pelayanan yang diberikan oleh Pember] Pelayanan Kesehatan RBUD
Dr. R, Koesma bagi peasien yang mengprunakan Kartu KIS Penerima
Bantuan Iurat Daerah mengganaban tarif Paket INA-CBUs.

BAB XIV
PENGELOLAAN DANA PBI DAERAH DAN BPFM

Pasal 21

(1) Dalam penyelenggaraan PRl Daerah dan SPM agar terlaksans secera
baik, lancar, transparman dan akuntabel, pengelolasn dana tetap
memperhatikan dan mengacu pada ketentunan pengelelaan keuvangan
yang berlaku.

(2) Dalam pengelolaan dana PBI Daerah dan SPM mengacu pada standar
akuntanei yang beriaku.

{3] Pengaweasan dalam pengelclaan dana Penerima Bantuan Iuran Daerah
dan Surat Pernyvatean Miskin dilakukan olel instansi yang berwenang
zesuai peraturan perundang-utdangat,

BAB XV
ORGANIBASI PENYELENGHIARA PHI DAERAH DAN BPM
FPamal 22

Penporganisasian Pengelciaan PBI Daerah dan SPM terdiri dari :

a. Tim Koordinasi dan Sekretariat Program PBl Deerah dan SPM  bersifat
lintas sektor ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

b. Sckretariat Jamkesda terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Baglan Verifikasi,
Bapian Kepesertaan, serta Bagian Monitoring dan Evalues.

c. Penetapan Verifikator RSUD Dr. R Koesma Kabupaten Tuban
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Tuban selaku Sckretaris Tim Keardinasi Kabupaten.
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BAB XVI
PEMANRTAUAN DAN EVALUASI
Pagsal 23

Pemaniaunan dan evaluasi pelaksanasn program PBI Dacrah dan SPM
terintegragi dengan program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan
Kesshatan Rujukan.
Rueng lingkup delam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program
Jamkesds melipui :
a. data peserta, pencatatan, dan penanganan kelaohan;
b. pelaksanaan pelayanan kesshatan dasar dan pelayanan kesehsatan

tinglcat lanjutan;
c. pclaksanaan penyaluran dana dan verifikesi pertanggungjawaban

dana; dan
d. pengelolasn program di tingkat Kabupaten.
Pemantauan dan evalnasi dilakuksn secara berkala baik bulanan,
tribulan, semeater maupun tahunan oleh Tom Koordinasi Program PBI
Dasrah dan SPM dan Seckretariat Program FPBI Daerah dan S5PM
Kabypsten melalui kegiatan-kegiatan sebagai berilout :
. pertemuan koordinasi;
b. pengolahan dan analisis data; dan
C. Supervisd,

BAE XVII
PENANGANAN KELUHAN
Pasal 24

Penanganan keiuhan atas pelaksanaan progtam PB! Dacrah dan SPM

berupa penyampaian keluhan sebagal masukan uniuk perbaikan dan

peingikatan program:.

Penyampaian keluhan sebagaimena dimaksud pada ayat (1) dapat

disampaikan oleh peserta, pemerhati dan petugas fasilitas keschatan

kepada Sekretariat Program PBl Daerah dan SPM Kebupaten dengan

memperhatikan prinsip :

a. keluhan harus direspon secara cepat dan tepat;

b. penanganan keluhan dilakukan pada tingkat terdekat dengan
masalah dan penyvelesaiannya dapat dilakuken secara berjenjang;
dar
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c. penanganan keluhan dapat memanfaatlkan unit yang telah tersedia
fasilitas keschatan schapai PPK.

BAEB XVIII
PENCATATAN DAN FELAPORAN
Pasal 25

(1) Untik mendukung pelaksanaar pemaniavan dan evaluasi schagaimana
dimalksud dalam Pasal 23, diperlukan pencatatan dan pelaporan atas
pelakzanasn program secara berkala.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mercpakan hasil
kegiatan pelayanan program yang dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan
pada register pencatatan yang berlakas.

I3} Pelaporan dibuat oleh Puskesmas, Rumah Sakit, dan Dinas Keachatan
Kabupaten yang disampaikar ke Dinas Kesehatan Provinsi setiap
Tribulan,

BAB XX
PENUTUF
Pazal 26

Peraturan Bupat ini mulat berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengctahuinya, memerintabkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatanmysn dalam Berita Daeerah
Eabupaten Toban,

Ditetapkan di Taban
12 Jammid, 01T
BITFATI N

H. FATHUL HUDA
Dhiundangkan di Tuban
pada tanggal 12 Famosrl 2877
SEMRETARIS DAERAH
KABUFATEN TUBAN,

BUDI
BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SER1 E NCMOR 3...




LAMPIRAN 1

FERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 3  TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN  MELALUI  PENERIMA
BANTUAN [URAN DAERAH  DAN
SURAT PERNYATAAN MISKIN
KABLUPATEN TUBAN TAHUN 2017,

BEEMA/ALUR PENCAIRAN DANA
KLAIM DARI PUSEESMAE DAN RESUD Dr. R. EOESMA TUBAN

BPPKAD p--
1y ¢
Tidak langkap PA
F Y
Barkas Kaim Varifikasi oleh PEK

Dinkes
SKTMISPM) dari Pleskasmas ry
PLskasmas "r ‘ .

Bendahara
PPTH . Fangetuaren
RSUID Dr. AL - Dinkes
Kossma Tuban Werifikasi oleh * A
— verifikadar .
Barkas Klalm RSUD Or. R .
{p&!hﬂ p!ma"g .‘-.h Kmm I-i--l---l--:
EPM)} dari RSLID Tuban
Or. R Koatma
Tuban I
& [ Tidak lsngkap
ElllIII|-.|:'-1| -------- Ak FASEFENEESSdEVFENENNENFEETER i-llllllIIIlF-’l--ll-‘
EETERANGAN :
= {50
asmmel b Bl = LE_




LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN MELALUI PENERIMA
BANTUAN IURAN DAERAH DAN
SURAT PERNYATAAN MISKIN
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017.

SHEMA/ALUR FENCAIRAN DANA
PASIEN PEMEGANG SURAT PERNYATAAN MISKIN
EKABUPATER TUBAN TAHUN 2017

4 BPPKAD RUMAH
KABUPATEN |aaae SAKIT
TUBAN PROVINSI
3 T !
¥ .
REUD Dr. B 1 Verifikator 2 CINKES
Koesma Tuban | =l | pak Tuban e KABUPATEN
TUBAN
u
: 4
- n
L | n
[ ] n
¥ -
-------- WiRSEsasmEmEssEmsren s mmal

KETERANGAN :

— = Alur klaim pasien pemegang SPM dari RSUD Dr. R, Koesma
Tuban ke Dinkes Kabupaten Tuban

winannn = Alyr klaim pasien pemegang SPM dari Rumeh Sakit Provinsi ke
Dinkes Kabupaten Tuban




